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TATA CARA PETBAOHIT I'AIT PEI|ETAPAIT RII|CHIT I'A[A DESA SETIAP DESA

DI ITOTA XOTAUOBAGU TAHIII| ANGGARTT 2O1E

DENGAN RATIDIAT TI'HA.IT YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAUOBAGU,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (l) Peratural Pemerintah

Nomor 6O Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana

telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota

menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota

Kotamobagu tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun

Anggaran 2018;

1. Undang-Undang Nomor O4Tahun 2OO7 tentang

Pembentukan Kota Kotamobagu di Sulawesi Utara

(Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

a68O);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5a95);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang
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Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2Ol4 tentalg Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan L,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan

Perah:ran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 157, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6O ?ahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s864);

5. Peraturan Presiden Nomor 1O7 Tahun 2Ol7 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2Ol8 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

2441;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.O7 l2OL7
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 537)

sebagaimala telah diubah kedua kali dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 225|PMK.O7 l20l7 lBerita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomorl97o);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.O7 l2ol7
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor1884);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2Ol7

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2O18 (kmbaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun

2Ol7 Nomor 14, Tambahan kmbaran Daerah Kota

Kotamobagu Nomor 151);

10. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24 Tahun 2016
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Menetapkan

tentang Susunan Organisasi darr Tata Kefa Pemerintah

Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu

Tahun 2016 Nomor 24);

11. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2O17

tentang Penjabaran APBD Kota Kotamobagu Tahun 2018

(Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2Ol7 Nomor 34).

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCI.AN DANA DESA SETIAP

DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masya-rakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyaralat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelalsanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh

Kementerian Dalam Negeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya

disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Desa. t



6. Uraian output adalah sesuatu yang dihasilkan dari bidang

dan kegiatan.

7. Volume output adalah besaran satuan yang di hasilkan dari

bidang dan kegiatan.

8. Capaian output adalah realisasi yang dihasilkan dari bidang

dan kegiatan.

BAB II

PENETAPAN RINCTAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun

Anggaran 2O18, dialokasikan secara merata dan berkeadilan

berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afrrmasi; dan

c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota

dibagi jumlah desa sebaeaimana telah ditetapkan dalam

lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2Ol7 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2O18.

Pasal 4

(1) Alokasi Afrrmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa

Sangat Tertinggal yang memiliki jumtah penduduk miskin

tinggi.

(2) Alokasi Afrrmasi per Desa dihitung dengan rurnus sebagai

berikut:

AA per Desa = AAx"r/r<ota / (2 * DST) + (1 i DT))

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AAxau/tota = Alokasi Afrrmasi Kab/ Kota Dalam

La.mpiran Perpres mengenai Rincian APBN

TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang

memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki
(h



jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Alirmasi untuk Desa Tertinggal yang

memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesa.r 1

(satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(4) Besaraa Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang

memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2

(dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah

Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa

Sangat Tertinggal yang ditetapkal oleh Kementerian

Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c,

dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulital geografis yang

bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana

dimaksud pada Pasal 5 dilalukan dengan menggunakan formula

sebagai berikut:

AF Desa = (0,10 * Zl) + (O,5O * Z2l + (0,15 * Bl + (O,25 * Z4ll * AF

Kab/Kota,

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap

total penduduk Desa Kota Kotamobagu.

22 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa

terhadap total penduduk miskin Desa Kota

Kotamobagu

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap tota-l

luas wilayah Desa Kota Kotamobagu

24 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kota

Kotamobagu

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kota Kotamobagu.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimal<sud dalamg



Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Walikota

berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota

Kotamobagu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum

dalam l^ampiran I yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota Kotamobagu ini.

BAB III

PET.IYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(l) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan

dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas

Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke

Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh)

hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum

Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I

dilaksanakan setelah Walikota menerima Peraturan Desa

mengenai APBDesa;

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II
dilaksanal<an setelah Walikota menerima laporan realisasi

penyerapan dan capaian antput Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya dari Kepala Desa; dan

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III
dilaksanakan setelah Walikota menerima laporan realisasi

penyerapan dan capa.ian output Dana Desa sampai dengan

tahap II dari Kepala Desa.

(6) l^aporan realisasi penyerapan dan capaian outprzt Dana Desa

sampai dengan tahap II, sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling

kurang sebesar 75olo (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata

capaian ouput menunjukkan paling kurang sebesar 5oo/o

(Iima puluh persen).

(7) Capaian ouput sebagaimana dimaksud pada ayat (+) dan (5))

dihitung berdasarkan rata-rata pers€ntase capatalr output
ge



dari seluruh kegiatan.

(8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian

output sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dan (5)

dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,

kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume outryt, cara

pengadaan, dan capaian outryt.

(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) belum memenuhi kebutuhan inp)t d,ata, kepala desa

dapat memutalhirkan tabel referensi data dengan mengacu

pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga

terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 1O

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat, meliputi pembiayaan

pelaksalaan prograrn dal kegiatan yang bersifat lintas

bidang anta-ra lain bidang kegiatan produk unggulan Desa

atau kawasan pedesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama,

Embung dan Sarana Olahraga Desa sesuai kewenangan

Desa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 antara lain

seperti pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

(3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang

tidak termasuk dalam prioritas pengguna€rn Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) setelah mendapat

persetujuan Walikota.

(4) Persetujuan Walikota sebagaimana dimalsud pada ayat (l)
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa

mengenai APBDesa.

Pasal 1l
(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa

berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa

diutamakan dilakukan secara swakelola dengan

menggunakan sumber daya/ bahan baku loka.l,

dandiupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja

dari masyarakat Desa setempat. ql



Pasal 12

(r) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas

penggunaan Dana Desa.

BAB V

PEI,APORAN DANA DESA

Pasal 13

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan

capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada

Walikota.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DanaDesa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporal realisasi penyeraparl dan capaian output Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya;dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa sampai dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa

tahun anggaran sebelumnya sebageimana dimaksud pada

ayat (21 huruf a disampaikan paling lambat tarrgg:al 7

Februari tahun anggaran beq'alan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa

sampai dengan tahap II sebagaimana dimalsud pada ayat (21

huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun

anggaran be{alan.
(5) Dalam hal terdapat pemutalhiran capaian output setelah

batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (4l., Kepala Desa dapat

menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada

Walikota.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

(1) walikota menunda penyaluraa Dana Desa, dalam hal:

a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4), (5) dan (6);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

sebelumnya lebih dari 3O"/" (tiga puluh persen); dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
qr



(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana

Desa tahap II tahun anggaftrn berjalan sebesar Sisa Dana

Desa di RKD talun anggaran sebelumnya.

(3) Da1am hal Sisa Dana Desa di RKD tahun arlgga,ran

sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan

disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II

tidak dilakukan.

(a) Daiam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun

anggaran bedalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

sebelumnya masih lebih besar dari 30olo (tiga puluh persen),

penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimalsud
pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana

Desa di RKUD.

(5) Walikota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41 kepada

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana

Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimara dimaksud

pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun

anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah

dalam hal terdapat potensi atau telah te{adi penyimpangan

penyaluran dan/atau pengguna€m Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (71

disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana

Desa sebelum batas waktu tahapan penya,luran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

(l)Walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda

dalam hal:

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun €rnggaran sebelumnya

kurang dari atau sama dengan 3Oo/"; dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
*



(2) Dalam ha1 penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c

berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran,

Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi

sisa Dana Desa di RKUD.

(3)Walikota melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada KepalaKPPN selalu KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4)walikota memberitahukan kepada Kepala Desa yang

bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda

penyaluralnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pafing

lambat akhir bulan November tahun anggaral be{alan dan

agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun

angg€fan berikutnya.

(S)Walikota menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dalam rancangan APBD

tahun angga.ran berikutnya sesuai dengan ketentuan

peratu ran peru ndang-undangan.

(6) Dafam hal Desa telal memenuhi persyaratan penyalurarr

sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran bedalal,
Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana

Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD

kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun

anggaran be{alan.

Pasal 16

(1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa

da-lam hal setelah dikenakan salksi penundaan penyaluran

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari

3Oo/o (liga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) dilakukal pada penyaluran Dana Desa tahun

anggaran berikutnya.

(3)Walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN

selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
qi



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tangga.t {t Jantra r . 20 l8

qtwALIKoTA KoTAiloBAGIt -

TATO BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 15 Jcrnuo.i 2Ol8

Plt. SEXRETARTS DAEFAII
hKora KorAuoBAGU,y

eAI'IYA![, S.Sos, M.Si

BERITA DAERAII KOTA NOTA}IOBAGU TAIIUN 2018 NOMOR B

NO BARAF

1 Plt. Sekretaris Daerah @
, Asisten Pemerintahaa l/
3 Kepala Bagian Hukum h
4

Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan
Daerah L

5
Kepala Dinas
Pemberdayaan
Masyaralat dan Desa

PENGELOLA

K



P'I{G}IITUI{GAI{ DANA DESA SETIAP DESA OI XO'A XOTAMOBAGU

TAHUI AI{GGARAN 2018

luml.h P.hdudut Mkkln lt(Grh lb.l O.rl D.sll

1 EILALANGSATU 516,345,000 BERX'M8A116 7 0 2450 o.o707 0@71 256 0,0901 00451 2.51, o.0677 0.0101 1512 0.0620 0.0155 o.o777 636,256,839 1,252,601,889

7 B]LALANG DUA 616,345,000 BERXEMBANG 6 o 2374 0.0687 0.0069 203 0.0715 0.0157 0.96 0.0256 0.0018 43,38 0.0753 0.0188 0.0553 534,350,723 1,150,695,723

3 PON-IODON 616,345,000 BER(EMBANG 2 0 2095 0.0605 0.0060 38 00134 0 0067 2,36 0.0631 0,0095 42,41 0.0186 0.0408 333,816,rs2 950,t67,7520.0743
615,345,000 TERTINGGAL 7 0 314 0.0091 0.0009 839,982,9427 0.0025 0,0012 1,18 0.0370 0,0055 45,25 0,0786 0.0196 0.0273 223,6t7,942
616,345,0009 POTONOON TIMUN 8€RXEMBANG 2 0 810 0,0234 0,002:l 30 0,0106 0.005t 1.18 0.0315 0.0047 42.81 0.0743 0.01E6 0.0309 253,267,497 869,506,49'

6 (OTAMOSAGUTIMUi 616,345,000 BEN(EMAANG 6 0 2298 0.0664 0.0066 168 00592 0.0296 1.91 0.0511 0,0077 38.65 0.0671 00168 0.0607 495,527.t91 7.ttz,al2,197
KO80(ECrL 615,345,000 BER(EMBANG 9 0 290a 0.0840 0.0084 511 0.1799 0,0900 2.54 0.0690 0.0103 37.97 0 0699 0.0165 0,1252 t,074,7t2,O71 l,54!,057,07t

8 616,345,@O EERKEMAANG 3 0 t44l 0.0416 0 0042 51 0.0180 0.0090 1.91 0.0911 0.m77 38.55 0.0571 0.0158 0.0376 ,01,662,226 924,@1,226
9 616,t45,000 BESXEMBANG 0 t611 0.0465 0,0047 99 0.0!49 0.o174 1.91 0.0511 o.oo77 :t8,65 0.0671 0.0163 0.0465 380,854,985 997,199,945

t0 (OTAMOBAGU 

'ELATAN
616,345.000 BER(EMBANG 8 o t7!5 0.1078 0.0108 468 0.1648 910,225,9!5 1_526,570,9350,08t4 0.48 0.0129 0.0019 37,06 0.06.43 0.0161 0.1112
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LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : O TAHUN 2OI8
TANGGAL : 29 3^uua[l 2018
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU T.A. 2OI8

RIITCIAIT DAI{A DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTA.UOBAC}U
. TAIIIIIT AIT(rcARAI'T 2018

filwelrxore KorAMo" "(z-

lvo I(ECAMATAN NAMA DESA ALOKASI
Ar.IRl[ASI

ATOTASI
FORTII'LA

PEMBI.ILATAIT

1 KOTAMOBAGU UTARA 616,345,000 0 636,2s6,889 1,252,601,889 t,252,602,OOO
2 KOTAMOBAOU UTARA BILALANG DUA 616,345,OOO 0 534,350,723 1 ,150,695,723 1,150,696,000

KOTAMOBAGU UTARA 616,345,000 0 333,816,752 950,161,752 950,162,000
4 KOTAMOBAGU UTARA StA 616,345,O00 0 223,637,942 839,9A2,942 839,983,000

KOTAMOBAGU T'TARA POTONDON TIMUR 616,345,000 0 253,261,497 469,606,497 869,606,000
6 KOTAMOBAGU TIMUR 616,34s,000 0 496,527 ,r97 1,rt2,872,t97 |,112,A72,OOO

KOTAMOBAGU TIMUR KOBO KECIL 0 1 ,O24,7 t2,O7 t |,641 ,O57 ,O7 | I,641,057,000
8 KOTAMOBAGU TIMUR MOYAG TAMPOAN 616,345,O00 0 307 ,662,226 924,OO7,226 924,OO7,OOO

KOTAMOBAGU TIMUR MOYAG TODULAN 616,345,000 0 380,854,985 997 ,199,945 997,200,OOO

10 KOTAMOBAGU SELATAN POYOWA BESAR SATU 616,34s,000 0 910,225,935 1,526,570,935 1,526,571,000
KOTAMOBAGU SELATAN POYOWA BESAR DUA 616,345,OO0 0 617,537 ,112 I ,233 ,aA2 ,t L2 1,233,882,000

12 KOTAMOBACU SELATAN TABANG 616,345,OO0 0 616,046,613 1,232,392,OOO

t3 KOTAMOBAGU SELATAN BUNGKO 616,345,000 0 451,624,r34 1,067,969,134 1,067,969,000
t4 KOTAMOBAGU SELATAN KOPANDAKAN SATU 616,345,OO0 636,0s1,081 |,252,396,O81 1,252,396,000
15 KOTAMOBAGU SELATAN POYOWA KECIL 616,345,OO0 o 763,1 1O,843 1.379,455,843 1,379,456,000

TOTAL 9,245,17s,OOO o 8,185,676,q)O 17,43O,851,(x)O 17,430,851,OOO

!IO PEIVGELOLA .t PARAr
1 PIt. SEKRETARIS DAERAH 16
2 l/
3 KEPALA BAGIAN HUKUM 91^

4 KEPALA BPKD L
5 PIt. KEPALA DINAS PMD Y(,

TATONG BARA

(

ALOI{ASI DASAR PAGU DATA DESA
PER DEAA

BILALANG SATU

5 PONTODON

5

MOYAG

7 616,345,O00

9

1t

t,232,39t,613

0

ASISTEN PEMERINTAHAN



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : I TAHUN2OI8
TANGGAL i J5 Taau.tat 2018

A. PEMBANGUNAN DESA

PRIORITAS PENGGT'NAAN DAITA DESA TAITUT{ 2018

BII'AITG K.DGIATAN TUJUAN
a. Pcngadqdn, Penbanquno4 Pengctttfuttgon dan Penahhtruan vlnanc

pra.*nnaDex
l Pembangunan,

pengembangan dan
pemeliharaan sarana
prasarana lingkungan
pemukiman

a. Pembangunan
drainase/ selokan

b. Pengadaan penerangan
lingkungan pemukiman

- Memudahkan aliran
air;

- Menghindari
rembetan air yang
akan menyebabkan
banjir.

- Menjadikan
kenyamanan
lingkungan
pemukiman

2. Pengadaan,
pembangunan,
pengembangan dan
pemeliharaan sarana
prasarana transportasi

a. Pembangunan /
pemeliharaan jalan
pemukiman dan jalan
poros Desa

b. Pembangunan jalan
Desa antara
permukiman ke
wilayah pertanian.

c. Pembangunan jalan
Desa permukiman ke
lokasi wisata.

d. Pembangunan jembatan
Desa.

e. Pembangunan gorong-
gorong.

- Memudahkan akses
transportasi
masyarakat

- Memudahkan alses
distribusi hasil
pertanian dan
perkebunan.

- Memudahkan akses
pengunjung ke lokasi
wisata.

- Memudahkan akses
transportasi.

- Mencegah tef adinya
luapan air

3. Pengadaan,
Pembangunan,
pengembangan dan
pemeliharaan sarana
prasarana informasi
dan komunikasi

a. Pengadaan jaringan
internet dan website
Desa.

b. Pengadaan peralatan
pengeras suara
(Ioudspeaker).

- Memudahkan dalam
penyebaran informasi
kepada masyarakat
luas.

- Menambah
pengetahuan
masyaralat desa
dalam bidang
informasi dan
teknologi serta
pengetahuan
terhadap dunia luar.



BIDAI{G KEGIATAN TUJUAI{
b. Penlngkatan Kualltas dan Akses terhadap Pelaganan Sosicl Dcrsar
1. Pengadaan,

Pembangunan,
pengembangan dan
pemeliharaan sarErna
dan prasarana
kesehatan masyarakat.

a. Pembangunan /
pemeliharaan
posyandu/poskesdes/
polindes

b. Pengadaan alat-alat
kesehatan untuk
poskesdes/polindes

c. Pengadaan kebutuhan
medis (obat-obatan,
vitamin, makanan
tambahan dan lainJain)
dalam mendukung
kesehatan masyarakat
Desa.

d. Pembangunan sarana
air bersih berskala
Desa.

e. Pembangunan tempat
Mandi, Cuci, Kakus
(MCK)

f. Pengadaan Mobil untuk
Ambulance Desa

g. Pengadaan alat bantu
bagi penyandang
disabilitas

- Penyediaan
pelayanan kesehatan
Masyarakat Desa.

- Pemenuhan
peratatan kesehatan
masyaralat.

- Pemenuhan
kebutuhan medis
dalam mendukung
kesehatan
masyarakat Desa.

- Pemenuhan
kebutuhan air bersih
bagi masyarakat Desa.

- Penyediaan tempat
bagi masyarakat
Desa dalam
berperilaku hidup
bersih dan sehat.

- Penyediaan
kebutuhan alat
transportasi
kesehatan bagi
masyarakat Desa.

- Penyediaan
kebutuhan bagi
masyarakat Desa
yang mengalami
gangguan fisik dan
mental.

2. Pengadaan,
pembangunan,
pengembangan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
pendidikan, sosial dan
kebudayaan

a. Pembangunan,
pengembangan gedung
PAUD/TK dan
pengadaan sarana
prasar€rna seperti,
buku dan peralatan
belajar, wahana
permainan anak.

b. Pembangunan, dan
pengembangan sarana
prasarana
perpustakaan Desa

c. Pembangunan,
pengembangan serta
pengadaan sarana
prasarana taman
belajar keagamaan.

- Pemenuhan
kebutuhan
pendidikan dasar
untuk anak
balita/usia dini.

- Penyediaan informasi
dalam meningkatkan
pengetahuan
masyarakat Desa.

- Penyediaan tempat
bagi masyarakat
Desa terutama anak-
anak dalam belajar
agama untuk
peningkatan
keimanan



BIDAITG I(EGIATAIT TUJUAN
d. Pembangunan dan

pengembangan taman
seni/ museum Desa.

e. Rehab/renovasi
bangunan cagar budaya
(misalnya, punden,
candi, sarkofagus dan
lain{ain)

f. Pembangunan balai
pelatihan/ kegiatan
belajar masyarakat

- Menggerakan
kembali seni tradisi
ralqyat Desa;

- M emfasilitasi
pelestarian seni
tradisi rakyat dan
peninggalan benda
purbakala dan
bersejarah.

- Melestarikan situs-
situs budaya.

- Menyedialan tempat
bagi masyarakat
dalam kegiatan
pembelajaran.

c. Petgadaa4 penba nganaq pengenbangan dan penchltanaan *narur
pnasnuta. usha etconoml lres.

1. Pengadaan,
pembangunan,
pengembangan, dan
pemeliharaan sarana
prasarzrna produksi
serta pengolahan hasil
pertanian dan
perkebunan.

a. Pembangunan Embung.

b. Pembangunan dan
pemeliharaan irigasi
tertier Desa.

c. Pembangunan sarana
praszrrzrna pembibitan
tanaman pangan dan
perkebunan.

d. Pembangunan sarana
prasar€rna pengolahan
hasil pertanian serta
pengadaan.

- Menjamin
ketersediaan pasokan
air

- Menjamin kelancaran
pasokan air ke area
pertanian dan
perkebunan

- Meqiaga kualitas
bangunan saluran
irigasi.

- Mendorong
Pengembangan pusat
pembibitan tanaman
pangan dan
perkebunan.

- Mengurangi
ketergantungan
petani terhadap bibit
pabrikan.

- Memudahkan akses
petani padi/jagung
pada pusat-pusat
penggilingan
padi/jagung.

- Memudahkan akses
petani dalam
mengolah hasil
perkebunan seperti,
penepung biji-bijian,
peraut kelapa,
sangrai kopi.



BIDANG I(DGIATAN TUWAN
e. Pembangunan tempat

pengeringan hasil
pertanian dan
perkebunan.Seperti,
lantai jemur
gabahjagung,kopi,
cokelat,kopra.

f. Pembangunan sarana
prasar€rna pengolahan
pupuk kandang/
kompos/ bank kompos.

g. Pembangunan ruang
promosi produk hasil
pertaniarr

- Memudahkan petani
dalamtahap proses
pengolahan hasil
perkebunan.

- Mengurangi biaya
produksi tinggi
pengolahaa hasil
pertanian

- Mendorong
kesadaran
masyarakat petani
dalam menggunakan
pupuk kandang/
kompos/bank
kompos.

- Menyediakan ruang
promosi hasil
produksi pertanian.

2. Pengadaan,
pembangunan,
pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana jasa dan
Industri kecil

a. Pengadaan mesin Jahit - Mendorong
masyaralat desa
untuk meningkatkan
usaha jasa
penjahitan

- Mendorong
masyarakat desa
untuk meningkatkan
usahajasa
perbengkelan.

d. Pengadaan,
pembangunan,
pengembangandan
pemelihoraan sarana
prasaranaunfitk
pelestaian
Iittghtrqan hklup.

a. Pembangunan kolam
untuk mata air

- Menjaga
keberlanj utan air
permukaan dan
menjaga kualitas air
tanah.

Program / kegiatan
lainnya yang sesuai
dengan Desa yang
diputuskan dalam
musyawarah Desa.

B. PEMBERDAYAAN MASYARAKA,T DESA
l. Dukungan kegiatan

ekonomi baik yang
Dikembangkan oleh
BUM Desa/BUM Desa
Bersama

a. Pengembangan usaha
perdagangan yang
dikelola oleh BUM Desa/
BUM Desa Bersama

- meningkatkan akses
pasar petani yang
dikelola secara
bersama-sama

- M eningkatkan nilai
tambah komoditas
ekonomi lokal.

b. Pengadaan peralatan
bengkel kendaraan
bermotor



BIDA,ITG KEGIATAN TUJUAN
b. Meningkatkan

penyertaan Modal di
BUM Desa/BUM Desa
bersama.

c. Pelatihan manajemen
perencanaan, bisnis
dalam pengelolaan BUM
Desa/BUM Desa
Bersama.

d. Pengembangan
kerjasama perdagangan
antar BUM Desa

- Memperkuat
permodalan BUM
Desa yang dimiliki
Desa.

- Meningkatkan
keuntungan
BUMDesa untuk
penambahan PAD.

- M eningkatkan
kapasitas pengelola
BUM Desa/BUM
Desa Bersama

- Meningkatkan
sumber-sumber
penerimaan Desa
Dengan
mengembalgkan
kerja sama antar
BUMDesa.

- Memperluas wilayah
pasar dan
meningkatkan daya
tawar BUMDesa.

2. Pengembangan usaha
BUM Desa dan/ atau
BUM Desa Bersama
yang difokuskan pada
pengembangan usaha
layanan iasa

a. Pembangunan dan
penyewaan sarana
prasarana olahraga

b. Pengadaan dan
penyewaan peralatan
pesta.

- M eningkatkan
pendapatan usaha
BUM Desa.

- Meningkatkal
pendapatan usaha
BUM Desa.

3. Peningkatan investasi
ekonomi Desa melalui
pengadaan,
pengembangan, atau
bantuan alat-alat
produksi, permodalan,
Pemasaran dan
peningkatan kapasitas
melalui pelatihan dan
pemagangan.

a. Pelatihan pengolahan
bahan pangan.

b. Pembentukan pos
pelayanan teknologi
perDesaan tepat guna
pengolahan hasil
pertanian tanaman
pangan.

c. Pameran hasil produksi
pengelolahan tanaman
pangan

d. Pelatihan e-marketing
dan pembuatan website
untuk pemasaran hasil
produksi pertanian.

- M eningkatkan
kualitas dan
kuantitas pengolahan
hasil pertanian;

- Meningkatkan nilai
tambah komiditas
ekonomi lokal.

- Mengenalkan produk
kerajinan dan
industri rumah
tangga kepada pasar.

- Memperkuat
kapasitas strategi
pemasarzrn produk
lokal Desa.

- Meningkatkan
keterampilan
penduduk di
pengolahan hasil
pertanian pangan;

- Meningkatkan nilai
tambah komiditas
ekonomi lokal.



BIDA.ITG KBGIATAN TUJUAN

4. Bantuan peningkatan
kapasitas untuk
program dan kegiatan
Ketahanan pangan
Desa.

a. Pelatihan teknologi tepat
guna pengolahan dan
penyimpanan bahan
pangan hasil pertanian.

- Meningkatkan
pengetahuan
masyarakat tentang
teknologi pengolahan
hasil pertanian
untuk ketahanan
pangan.

5. Pengelolaan kegiatan
pelayanan pendidikan
dan kebudayaan

a. Bantuan insentif guru
PAUD.

b. Bantuan insentif guru
taman belajar
keagamaan

c. Penyelenggaraan
pelatihan keda

d. Bantuan pemberdayaan
bidang olahraga.

- Meningkatkan
kesej ahteraan guru
PAUD.

- Meningkatkan
kesej ahteraan gunr
taman belajar
keagamaan.

- Meningkatkan
keterampilan dan
pengetahuan
terhadap profesi.

- Meningkatkal
keterampilan
masyarakat di bidang
olahraga.

6. Pengelolaan kegiatan
pelayanan kesehatan
masyarakat

a. Penyediaan air bersih

b. Pelayanan kesehatan
lingkungan

c. Pengelolaan balai
pengobatan Desa dan
persalinan

d. Pelatihan kader
kesehatan masyarakat.

e. Pelatihan pangan sehat
dan aman

- Ketersediaan air
bersih bagi
masyaralat desa

- Menjadikan
kenyamanan
lingkungan.

- Ketersediaan fasilitas
Kesehatan bagi
masyarakat
khususnya ibu
hamil.

- Menambah
pengetahuan dan
keterampilan kader
kesehatan

- Menambah
pengetahan terhadap
pangan yang sehat
dan aman.

7. Promosi dan edukasi
kesehatan masyarakat
serta gerakan hidup
bersih dan sehat.

Sosialisasi dampak negatif
pupuk kimia terhadap
kesehatan manusia.

Meningkatkan
pencegahan dampak
negatif pupuk kimia.



9. Pengorganisasian
masyarakat, lasilitasi,
bantuan hukum
masyarakat dan
pelatihan paralegal di
Desa.

10. Program kegiatan
lainnya yalg sesuai
dengan kondisi Desa
dan telah diputuskan
dalarn Mu syzrwarah
Desa.

KEGIATAN
Pclatihan pemanlaalan
limbah organik rumah
tangga dan pertanian serta
limbah peternakan untuk
energi biogas.

a. Pelatihan paralegal Desa

b. Pelatih an penyelesaian
mediasi sengketa hukum
berkaitan pengelolaan
aset Desa serta
pen.yinrpangan
penggllnaan keuangan
dan aset Desa.

- meningkatkan
kernampuan Desa
menyelesaikan
sengketa huku m
secara mandiri tanpa
melalui jalur
pengadilan.

- Meningkatkan
penyelesaian
sengketa hukum
dalam penggu naan
aset Desa.

- Meningkatkan
pencegahan dan

koru s1.

TATONG BARA

(, war,mora KoraMoBAcIJ@

2

Pengembangan energi
alternatif untuk
pengelolahan hasil
pertalian.

TUJUAN
8. Peningkatan kapasitas

kelompok masyarakat
untuk energi
terbarukaa dan
pelestarian lingkungan
hidu

BIDANG

NO PENGELOLA PARAT'-1f_
-T-

\

(.

1 Plt. Sekretaris Daeralr

Asisten Pe rnerint arhar.r

3 Kepala Bagian Hukum

Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan
Daerah

5 Kepala Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

4.

a('


